
BAB I

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 


Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya. Berbicara tentang tindak pidana perdagangan orang terutama perempuan dan anak merupakan salah satu isu yang harus dihadapi dunia termasuk Indonesia. Masalah perdagangan orang ini merupakan suatu masalah yang sangat kompleks, dari waktu ke waktu semakin berkembang dan meningkat, sehingga sangat sulit untuk menekan angka pertumbuhannya. Perdagangan orang merupakan perbuatan serupa dengan perbudakan modern yang melanggar harkat dan martabat manusia, yang bertentangan dengan tata hukum, serta merugikan masyarakat dan anti sosial. 
Perdagangan orang (trafficking) khususnya anak telah menjadi sebuah fenomena yang tiada habis-habisnya dicegah maupun diberantas di dunia ini. Banyak faktor yang kondusif menyebabkan oknum-oknum tertentu memperdagangkan anak demi kepentingannya semata, antara lain kemiskinan, kebutuhan kerja, kurangnya pendidikan, migrasi, kondisi keluarga, pengaruh sosial budaya, kebutuhan para majikan, kemajuan bisnis pariwisata, dan lain-lain. 

Semua faktor tersebut berpotensi membuka peluang terjadinya perdagangan orang. Di Indonesia praktik perdagangan manusia  masuk dalam  

dimana sempat diatur dalam pasal 297 kitab undang – undang hukum pidana (KUHP) dan cabut sebagai bagian dari Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 (UUD No.21 tahun 2007) tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Lebih lanjut praktik perdangangan anak juga di atur dalam pasal 83 UU No.23 tahun 2002 jo. UU No.35 tahun 2014 jo. UU No.17 tahun 2016 tentang perlindungan anak.
  


Pada awalnya, kasus praktik perdagangan manusia tidak masuk dalam kategori kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM), melainkan kasus “perbuatan pemelacuran  orang lain”. Hal ini dimulai dari peristiwa penaklukan atas suatu kelompok yang paling kuat dan memiliki kekuasaan kepada kelompok yang lemah. Anggota kelompok yang lemah akan diperkerjakan tanpa imbalan dan sesuai dengan kemampuannya. Sebagian budak perempuas ditugaskan sebagai pemuas nafsu bagi kelompok yang paling kuat. Penakluk tersebut dibayar dengan suatu pengabdian yang mutlak. 

Dibenua Eropa, Inggris merupakan Negara penakluk bagi beberapa negara diluar eropa. Seiring perkembangan zaman, keberadaan dari penakluk juga berkembang sehingga menghadirkan hubungan yang baik antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya dan dan salah satunya melalui ikatan pernikahan dan perdagangan. Dan mengakibatkan peningkatan jumlah budak tenaga kerja untuk menghasilkan sebuah komoditas tertentu. Di masa ini, perbudakan dan pemelacuran merupakan perilaku yang lumrah dan wajar bagi kelompok penakluk dan di anggap sebagai praktik kejahatan.


Menurut R. Soesilo, perempuan dan anak dibawah umur sebagai kategori yang paling banyak menjadi korban praktik perdagangan manusia hanya terbatas pada eksploitasi paksa atau pelacur paksa.

Perlunya perlindungan hukum bagi korban khususnya korban perdagangan orang harus diperhatikan. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang adalah pemberian restitusi dan kompensasi, layanan konseling, pelayanan medis atau pemulihan kesehatan fisik dan psikis (rehabilitasi), upaya pemberian bantuan hukum   dan   pendampingan,   pemberian   informasi   dan reintegrasi (penyatuan kembali ke keluarganya atau ke lingkungan masyarakatnya). Pelaku perdagangan orang bekerja sangat rapih dan terorganisir. 


Umumya mereka melakukan pencarian korban dengan berbagai cara, seperti mengiming-imingi calon korban dengan berbagai daya upaya. Di antara para pelaku tersebut ada yang langsung menghubungi calon korban, atau menggunakan cara lain dengan modus pengiriman tenaga kerja, baik antardaerah, antar negara, pemindahtanganan atau transfer, pemberangkatan, penerimaan, penampungan yang dilakukan sangat rapih, dan tidak terdeteksi oleh sistem hukum yang berlaku. Cara kerja pelaku ada yang bekerja sendirian ataupun secara terorganisasi yang bekerja dengan jaringan yang menggunakan berbagai cara, dari yang sederhana dengan mencari dan menjebak korban ke daerah-daerah, menggunakan teknologi canggih dengan cara memasang iklan, menghubungi dengan telepon genggam yang dapat diakses dimana saja, sampai dengan menggunakan internet.

Undang-Undang Nomor 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan salah satu tujuan dari kebijakan hukum pidana (social defence), yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat (social welfare), juga berhubung dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan terhadap Saksi dan Korban. harus sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yaitu bahwa negara dan pemerintah harus melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kesejahteraan umum sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penting bagi negara untuk menghukum atas terjadinya pelanggaran HAM dalam tindak pidana perdagangan orang serta memberikan perlindungan kepada korban atau orang-orang yang diperdagangkan. Sebab tindak pidana perdagangan orang dirasakan sebagai ancaman bagi masyarakat, bangsa dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sehingga dalam penegakan hukum memerlukan upaya yang menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan, serta terkordinasi dengan baik. Perlindungan terhadap perempuan dan anak telah menjadi tugas bersama segenap bangsa Indonesia untuk menanggulangi kejahatan kemanusiaan.
 
Berdasarkan latar belakang  diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang tuangkan dalam bentuk tulisan ilmiah (skripsi) dengan berjudul: “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERDAGANGAN ANAK DI BAWAH UMUR DI KOTA MEDAN”.
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan penyusun angkat dalam skripsi ini adalah :

1. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya masalah perdagangan anak ?

2. Bagaimana upaya perlindungan hukum dalam meminimalisasikan masalah korban Trafficking (khususnya pada anak) ?
C. Tujuan Penelitian


Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan.

2. Untuk  mengetahui faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi meningkatnya 

masalah perdagangan anak.

3. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana upaya perlindungan hukum dalam meminimalisasi masalah korban Trafficking (khususnya pada anak).
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum sebagai sumbangan pikiran dalam rangka pembinaan hukum nasional.
1. 
Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai tindak pidana perdagangan anak persfektif hukum positif dan hukum islam, serta untuk memenuhi syarat guna mencapai derajat sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Medan. 
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